
4. Unda,ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

2. Undang-Undang Nemer 39 T'ah'un 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia [Lembaran Negara Republil{ Indenesia Tahun 1999 
Nomor 16.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ?886); 

S. Und~g-undang Nomor 25 Tahun 2004 teritang Sistern 
Perencanaan Pembangurran Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 

1. Untfa:ng-Und~g Nomor 7 Tahun 1984 Tentang P-engesahan 
Konvensi Mengenai Pengha:pusan Segala Bentuk Diskrlminasi 
Terhadap Perempuan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahui;i198~ Nomor 29, 'Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277); 

·c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
pada hiliill a: dan llliruf b, perhr menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis P.enyusunan Perencanaan, 
da:n Penganggaran Responsif Gender. , 

b, bahwa dalam rangka .mengintegrasikan Responsif Gender 
dalam perencanean dan penganggaran daerah, perha.etrategi: 
dalam perencanaan, penyusunan, pclaksanaan, 
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebija,kan 
program dan kegiatan; 

a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, 
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan 
program.dan kegiatan pembangunan }"SJ:lg responsif gender; 
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Meneta:pkan ~RATURAN BUPATI TENTABG PETUNJUK 'rEKNIS 
PENYUSUNAN PE~NCANAAN DAN PENGANGGARAN 
RESPONSIF GENDER 

MEMUTUSKAN: 

Memperhatikan: lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutam:aan Gender Dalam Pembanguµan Nasional - 

8. f'eraturaii Dae.rah Kabupateii Cll'Cben Nemer 9 Tahun 2016 
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konktiren yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah K,abupaten Cirebon 
(Lemba.tan diierah KI:i.~upateri. Cit;ebon Tahun 20J,~ Nomor 9, 
Seri 0.6);, 

{>. P.t::r~~ Mente.ri D~~ N~t::ri Nemer ~4 T$-gn 2910 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tenta:ng Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Femantauan dan Evaluasi Fela.ksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 201.0 Nomor 5t7); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tfomor l!:i Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelelaan Keuangan Daerah 
{!&mparap. D~er~ ~gµp~ten Cirebon T{!lhun ~'()07 
Nomor 15, Seri E.6); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
Tentang Pedoman lf:mum 'Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomo:r- 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

beberapaka.li diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 20.15 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679}; 

I ~ 

• 

• 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupateo Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cirebon sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan. yang menjadi 
kewenangan Daerah: 

3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon; · 

5. Kecamatan adalab bagian wilayab dari Kabupaten Oirebon 
yang dipimpin oleh Camat; 

6. Kclu.rahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat 
daerah Kabupaten Cfrebon di bawah kecamatan; 

7. Oesa adalah kesatuan masya:rakat hukum yang .m.emiliki 
batas wi1ayah ya:n.g berwenang untnk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang die.kw dan 
ctihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik:.lndonesia; 

8. Gender adaliili kense_p· -yang mengaeu pada pembedaan 
peran, Iungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perernpuan 
yang terjadi akibat dari dan dapat be.rubah oleh keadaan 
sosial dan budaya masyarakat; 

9. Kesetaraan Gender adalah. kesamaan kondisi bagi Jaki-laki 
dan perernpuan uatuk memperoleh kesempatan daa hak­ 
haknya.. sebagai warga negara agar mampu berperan dan 
mampu berpartisipasi dalam Kegiatan ekonomi, politik, clan 
sosial budgya, dan .kesamaan dalam menikmati basil 
pcmbangunan; 

10. Responsif Gender- adalah suatu kebijakan, program, 
kegiatan, dan penganggaran yang rnemperhatikan 
perbedaan, kebutuhan, pengalam.an, dan aspirasi laki-laki 
dan perempuan; 

li. Anggaran Responsif Gender adalab anggaran yang 
mengakemodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-taki 
dalam memperoleh akses, manfaat, Partisipasi, pengambllan 
keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta 
kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam 
m.enikmatihasil pernbangunan; 

12. Pereneanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang 
selanjutnya disingkat PPRG- adalah merupakan serangkaian 
cara dan pendekatan untuk mengintegrasi.kan perspektif 
gender di da]am proses perencanaan dan penganggaran; 

3 
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BABI 
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• 

13. Perencanaan Responslf Gender adalah perencanaan untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan 
melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan 
penyelesaian permasalahan perernpuan dan Iaki-laki; 

14. Gender Badget Statement yang selanjutnya disingkat GBS 
adalah dokumen yang menginformasikan suatu. eutput 
kegiatan telab responsif gender terhadap isu gender yang 
ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan 
gender; 

15. Kerangka Acuan Kerja yan.g selanjutnya elisipgkat KAK 
adalah suatu dok:umen yang berisi penjelasan/keterangan 
mengenai kegiatao yang diusulkan untuk dianggarkan dan 
perk:iraan biayanya; 

16. Data Terpilah menurut jenis kela.min adalah data lcuantitatif 
atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan 
dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk 
laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak 
perempuan; 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat AFBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleb 
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan. Daerah; 

18. Klnerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau 
program yang akan atau t~Jili dicapai sebubungan dengan 
perrggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 
terukur; 

19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/atauku:alitatifurituk masukan, proses, Keluaran, Hasil, 
manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat 
capaian Kinerja suatu program atau kegiatan; 

20. Program adalah beotuk instrumen kebijak.an yang berisi 
satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleb instansi 
pemerintah/lembaga atau masyara.kat yang dikoordinasi.kan 
oleh instansi _pemerintahan untuk meocapai tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran; 

21. Kegiatan adaJah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleb safu a.tau beberapa satua.n kerja sebagai bagia:n da.ri 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindak:an pengerahan sumber daya baik 
yang berupa persooil, barang modal terrnasuk peralatan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk 
menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang atau jasa; 

22. Keluaran adalah barang atau j8$8. yang dihasilkan oleh 
.kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
sasaran dan tujua:n Program serta k.ebijakan; 

• 
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Prinsip Pl;>RG adalah : 
a. bagian dari sistem perencanaan dan pengangganm; 
b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan 

strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di 
Oaerah; dan ~ 

c. proses penyueunan dokumen perenoenaen dan 
penganggaran menggunakan analisis gender. 

BABD 
PRilfSIP DA!f TUJUMi 

Pasa12 • 

23. Hasil. adalah segala sesuatu yang rnencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan daJam saiu 
program; 

24. lndikator Gender adalah kriteria atau uk:ura.o untuk 
mengukur perubahan relasi gender daJam masyarakat 
sepanjang waktu; 

25. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan 
kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi 
laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suaru intervensl 
baik berupa program atau kegiatan; 

26. Jenis kela:min adalah perbedaan biologis antara perempuan 
dan lald-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi; 

27. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada 
kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan; 

28. Akses adalah peluan~ atau ke&empatan yang dlberikan 
untuk memanfaat:kan sumber daya yang meliputi sumber 
daya aJam, pelitik, ekonomi, sosial, dan/atau waktu; 

29. Kentrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana 
menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses 
terhadap surnber daya; 

30. Partisipasi adalah perlibatan. atau keterwa.kilan daJam proses 
suatu Kegiatan dan pengambilan keputusan; 

31. Penerima M,anfaat adalah target/ sasaran dari 
Program/Kegiatan yang memperoleh manfaat; 

32. Pcmantauan adalab. suatu upaya mengawal dan 
mengendalikan pelaksanaan kebijakan, Program, dan 
kegiatan yang responsif gender; 

33. Penilaian adalah suafu kegiatan dilakuka.n dalam rangka 
.menilai keberhasilan, suatu kebijakan Program dan Kegiatan 
yang responsif gender daJaro waktu tertentu. 

• 

• 
I 
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(1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 
merupakan. satu kesatuan yang tcrintcgrasi. 

Bagian Kesatu 
Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran 

Pasal 6 

BAB IV 
SJNKRONJSASI PERENCANAAN PENGANQGAR.AN 

DAN KERANGKA PPRG DAJ,AM SIKLUS ANGGARAN KINERJA 

Sasaran kebijakan PPRG adalah : 
a. SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; 
b. pihak - pihak yang berkepentinga,n dalam penyusunan 

dokumen. perencanaan dan penganggaran Daer.ah. 

• PasalS 

Ruaag lingkup kebijakan: PPRG : 
a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan 

analisls gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi 
dan kebutuhan. perempuan dan laki-laki; 

b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka 
kerja ao~Ji:JiS kebijakan anggaran m.e!ajW proses-proees 
penentuan alokasi sumber daya yang proporsional atau 
berkeadilan; 

c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur 
penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) ditempatkan pada level 
programj'kegiatanjsub kegiatan yang sude:h ditentukan 
sasaran dan target .kegiatan yang mempertimbangkan 
perspektif gender. 

• 
BA.Bm 

RUANO LINGKUP DAN SASARAN 
Pasal 4 

Tu,juan PPRG adalah : 
a, meningkatkan k.esadaran dan pernahaman para pengambil 

keputusan tenrang pentingnya isu gender dalam kebijakan 
pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesetaraan. 
dan keadilan gender; 

b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahtetaan laki-lak:i 
dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan 
dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran 
serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas 
Pemerintah Daerah; dan · 

d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan 
meningkatkan peran serta dalam pembangunan. 

Pasal 3 
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(3) Sistem. anggaran berbasis .kinerja memperhatikan hubungan 
keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran dan hasil 
yang diha.rapkan dan mengacu pada indikator kinerja, 
standar biaya dan evaluasi. 

(2) Keran_gkakerja PP,R.G dalam siklus anggaran berbasis kinerja 
meliputi 4 (empat) tahap yaitu: 
a. identifikasi masalah: 
b. penyusunan strategi; 
c. penganggaran; dan 
d. pengukuran kinerja, 

Pasal 8 

(1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian 
manajemen berbasis kinerja. • 

Bagian Ketiga 
Kerangka PPRG da)am Sildus Anggaran Kinerja 

Siklus pengelolaan keuangan daera.b dilakukan melalul 
4 (empat) tahapan. yaitu: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan dan, penatausahaan; 
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan. 
d. pengawasan dan evaluasi. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah • 

(2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan 
baglan penentuan prioritas tindakan, rencana dan target 
yang ingin dicapai. 

(3) Penyusunan penganggaran meriggambarkan alokasi sumber 
daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

(4) Untuk menjamin konsistensi antara pereneenaan den 
penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis 
daerah yang meliputi Rencana Pembangunan .Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan. .Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) 
SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA} S1<PD. 

(5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputl APBD dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan 
alat untuk mengimplemen.tasikan Program dan Kegiatan 
yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan 
stratcgis. 
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(2) Inclikator kinerja sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) 
disusun dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 
a. spesifik: dan jelas; 

(1) lndikator-Kinerja terdiri dari: 
a. lndikator kinerja masukan; 
b. Indik.ator kinerja proses; 
c. Indikator kinerja keluaran; 
d. lndikator kinerja outcome; 
e. Indikator kinerja manfaat; dan 
f. fndikator kinerjadampak .. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Indikator Kinerja • 

(1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan 
sumber data clan jenis data: 
a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; 
b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. 

(2) Data Terpilah bermanfaat: 
a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub 

kegiatan yang responsi.Egender; 
b. untuk mengetahui kondisi dan situasi. perempuan dan 

laki-laki di berbagai bidangyembangunan; 
c. sebagai alat .untnk melakukan analisis gender 

mengetahui. berbagai permasalahan isu gender serta 
untuk menguknr ada tida.knya kesenjangan gender; 

d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan 
kebijakan, program dan keglatan/sub kegiatan yang 
responsif gender di berbagai bidang . 

• 
Pasai 10 

(2) Data Terpilah bertujuan untuk mengetahui posisi, kondisi, 
serta kebutuhan masyarakat perempuan dan Iaki-laki dalam 
berbagai bidang pembaogunan dan _permasalaban yang 
dihadapi dalam upaya mengun!.llgikesenjangan. 

(1) Data Terpilah digunakan untuk mengidentifikasi masalah 
yang dirinci menurut jenis .kelamin, wilayah, status sosial 
ekonomi, dan wa.ktu yang dalam, ana.lisanya menggunakan 
analisis gender. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Data Terpilah 

BABV 
MEK.ANISME PElffUSUNAN PPRG 
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Dalam. penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 
ayat (3) hu:ruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut: 
a. program; 
b. kegiatan; 

Pasal 14 

Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagalraana 
dimaksud dalam PasaL12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai 
berikut: 
a. kebijakan/pr-0gram/kegia:bm yang aka.n dianaliais, 
b. menyajikan data pembuka wawasan; 
c. mengenali faktor kesenjangan; 
d. menemukenali sebab kesenjangan internal; 
e. menemukenali sebab kesenjangan eksternaJ; 
f, refocmulasi tujuan; 
g. rencana aksi; 
h. data dasar; dan 
i. indikatcr gender; 

• 
PasaJ 13 

(2) Langkah-Iangkah PPRG yaitu: 
a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan 

adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan 
perbaikan Kesenjangan Gender yaag ada; 

b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu 
Kegiatan/ sub kegiatan yang telah mengintegrasikan Hasil 
analisis gender unruk mendapatkan anggaran; dan 

c, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

(4) Langkah - langka.h sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

• 
( l) Peoyusunan Perencanaan Responsif Gender menggUnakan 

Gender Analysis Pathway (GAP) yang merupaka.n alat 
analisis gender pada sebuab kebijakan/program/kegjatan 
yang sudah ada atau dokumen kebijakan./program/kegialan 
yaog akan disusun . 

Pasal 12 

Bagi.an Ketiga 
Langkah-Iangkah Penyusunan PPRO 

b. dapat diukur seeara objekti:f baik yang bersifat 
kuan titatif rnaupun kualitatif; 

c. relevan: 
d. dapat dioapai; 
e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan 

dan hasil kegiatan; dan 
f. efektif. 
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(3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari Penilaian PPRG. 

{2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban 
yang ditetapkan melalui, indikator mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggUngjawaban dan 
hasil evaluasi menjad.i masukan dala.m penyusunan program 
dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

(1) Tujuan Pernantauan dan evaluasi. PPRG adalah: 
a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal 

berupa apa, mengapa, clan bagaimana pelaksanaan 
program dan kegiatan; 

b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien 
dalam pelaksanaan program dan.kegiatan; 

c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum 
diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
SKPD; 

d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, 
perbandingan.,, dan berbagai hal yang berkaitan dengan 
penyusuoan GBS, KAK, dan aplikasinya dalam Rencana. 
Kerja dan Angg~ran (RRA)/Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) SKPD; dan 

e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuankemajuan 
pelaksanaan program/kegia.tan. 

• 

Pasa116 

Bagian Keempat 
Pemantauan dan.Evaluasi PPRG diDaerah • 

Dalaro penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (3) buru.f c, komponen. yang barus diperhatikan sebagai 
berikut: 
a. latar beJ.akang; 
b. penerima manfaat; 
c. strategi pencapaian keluaran; 
d. waktu pencapaian Keluaran; dan 
e. biaya yang diperlukan. 

Pasal 15 

c. tujuan Kegiatan; 
d. indikator kinerja kegiatan; 
e. analisa, situasi; 
r. rencana ak:si; 
g. alokaei sumber dana; clan 
b. dampak/Hasil; 
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SEKRETA'.RIS D:AERA! KABUPATEN CIREBONI 

~ 7· 
.-..RAHMAT SUTRISl'fO 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERL 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal. 14 Septem~er 20~8 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 12 September 2018 

BUPATI OJREBON, 

memerintahkan 
penempatannya 

Agar .setiap orang· .mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
dalam Berita Daerah. ~bupateu Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai.berlaku Rad~ tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

BAB VIII 
KETEl'fflJAN PENUTUP 

(1) Pernbiayaan penyusunan PPRG dibebankan pada SKPD. 

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dapat berasal diµi pihak lain yang eah dan tidak mengikat. 

Pasal 18 

BABVll 
PEMBIAYAAN 

Pengawasan dan peti,gendalian terhadap, pelaksanaan Peraturan. 
Bupati ini dilakukan oleh SKPD terkait. 

Pasal 17 

BABVI 
PENGAWASAN DAN PEIJGENDALlAN 

• 

• 

,: 
• 
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BERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI 

~T SUTRIS~J • - SEKRETARlS DAERAHKABUPATENCIREBON 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1,4 Septem11ei- 2018 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ttd 

BUPA:'Pl CLREBON, 

Ditetapkan di $umber 
pada tanggal 12 September2018 

A.gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraruran Bupati i.ni dengan penempatannya 
dalam.Berita Daerah.Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad:a tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

(1) Pembiayaan penyusunan PPRG dibebankanpada SKPD. 

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berasal dari.pihak lain yang sah dan tidak. mengikat. 

BABVDI 
KETEJfTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini dilakukan oleh SKPD terkait. 

Pasal 17 

BAB VI 
PENGAWAS.AN DAN PENGENDALIAN 

• 

• 



u 

a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis 
Kelamin sebagai pembuka wawasan untuk 
melihat apakah. ada Kesenjangan Gender (data 
yang kua.1.itatif maupun kuantitatif]; 

b. Data pembuka wawasan bisa berupa 
data statistik yang kuantitatif danf atau 
kualitatif yang dibiropun dari base line survey 
dan:/ atau Hasil Focus Gr9Up Disettsion (1-'GD), 
Elan/atau review pustaka dan/atau Hasil 
kajian dan/atau Hasil pengamatan daa /at.au 
basil intervensi kebijakan/ Program/Kegiatan 
ata.u dapat pula menggunakan Hasil 
monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut­ 
turut. 

tujuan 
Apakah 

b. pilih kebijakan/program/ kegiatan/ 
pe.mbangunan yang dianalisis bailc yang 
sud.ah ada maupun yang akan dibuat (baru) 
dengan carat 

1) pastikan di tingkat apa yang akan 
dianalisis apakah di tingk:at kebijakan, 
program, atau kegiatan. Misalnya di tiogk:at 
kebijakan, analisis bias mencakup 
kebijakan Itu sendiri, dan/atau rincian dari 
kepijakan itµ yrtiJ:Y de.lam saru atau lebih 
program clan/ atau satu atau lebih 
Kegiatan; 

2) periksa rumusan 
kebijakao/program/kegiat.an. 
responsif terhadap isu gender. 

3). kebijakan / program / kegiatan yang 
netral dan/atau tidak bermaksud 
diskriminatif terhadap perempuan dan laki­ 
laki. 

a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran 
kebijakan, Program /Kegiatau/sub kegiatan 
yangada; 

KEG IATAN 

Langkah 2 

Langkah I 

LANdKAH - LANO KAH 

A. KOMPONEN DAI.AM PENYUSUNAN GAP 

LANOKAH-LAN'OKAH PENYUSUNAN PERENCANMN YANG RESPONSTF 
GENDER 

LAMPIRAN : J,'ERATURAN BUPATl CIREBON 
NOMOR : 4! Toh= 2013 •eri E.28 
TANOGAL : 1~ S11ptom~or 2i>18 

• 

• 
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Susun rencana aksi dan sasarannya dengan 
merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan 
merypakan rencana Kegiatan un~ ll'.!~!!g~tal}! 
Kesenjangan Gender. 

Langkah 7 

Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan 
Kegiatan pembangunan menjadl respcusif 
gender. Tidak. perlu membuat tujuan baru, hanya 
bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus. 

Langkah 6 

Temu keruili sebab kesenjangan di ekstemal 
lembaga pada proses pelaksanaan program dan 
kegiatan atau sub kegiatan, yaitu: 
a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan 

_prQS!.at11 ~1).dab atau ~1Ym ~ terhadap isu 
gender pada masyarakat yang menjadi target 
Program; 

b. Perhatikan k.ondisi masyarakat yang 
menjadi sasaran. program (target group) yang 
belum kondusif misalnya budaya patriaki dan 
stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai 
kepala keluarga dan pekerjaan tertentu 
dianggap sebagai pekerjaan Jaki-laki atau 
perempuan. 

Langkah 5 

a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal 
lembaga (budaya organisasi) yang 
rnenyebabkan terjadinya isy gender; 

b. Temu kenali .isu gender di internal lembaga 
dan/atau budaya organisasi yang dapat 
menyebabkan terjadinya isu gender, Misalnya 
produk hukum, kebijakan, pemahaman, 
tentang gender yang masih lemab dari para 
pengambil keputusan, pereneana, staf, dan 
yang lainnya dan 
politirol will atau pengambil ketersediaan data, 
belum optimalnya koordioasi lintas sektor, 
belum optimafoya koordinasi lintas bidang 
atau sektor, belum optimalnya advokasi atau 
.sosialisasi. 

Langkah 4 

a. Identifikasi faktot - aktor kesenjangan 
bcrdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan 
manfaat; 

b. Temu kenall isu gender diproses 
' ' perencanaan kebijakan /Program /Keg1atan 

dengan menganalisis data pembuka 
wawasan dengan melihat 4 [empat] faktor 
kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, 
Kontrol, dan manfaat. 

Langkah 3 

• 

• 
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- - . - 
KQMPONEN URAlAN 

Program Nama Program SKPD (sesuai Renstra] 

~~~tan N~J'.P.$ K~iru!Y!!l Sig>D (sesuai Renja) 

Tujuan Xegiatan Tujuan Kegiatan hams sesuai dengan 
Renstra/ Renja SKPD (Tujuan yang 
ada pada Langka;b 1 GAf'). 

Indikator Kinerja Kegiatan Indikator .Kinerja Kegiatan diambil dari 
Indikator Kinerja yang ada pada 
RenjafRenstra SKPD. 

Analisis Situasi Analisis situasi berisikan kondisi rill 
:Yarig terjadi dalam masyarakat a tau 
yang berkenan dengan adanya 
K.esenjangan Gender, faktor 
kesenjangan dan penyebab 
kesenjangan. Dalam melakukan 
analisia si~a~i dap~t. m~ng~bil Hasil 
analisis gender Langkah 2, 3, 41 dan 5 
oada d-AP, dan Hasil analisis situasi 

' ,_ 
KOMPONEN DALAM PENruSUNAN GBS B.. 

Langkah 9 

Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih 
'tmtuk rnengukur kemajuan pelaksanaan 
kebijaksanaan/Program/Kegiatan. Data dasar 
tersebut dapat diambil dari data pembuka 
wawasan yang menunjang capaian :kerja 
kebijakan/program/kegiat.an. 

Langkah 8 

Tetapkan Indikator Gender yang merupakan 
ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk: 
a. memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender 

telab teratasi atau hilang atau berkurang; 
b. Memperlihatkan apakah telah terjadi 

perubahan peril~ atau nilai pada para 
perencana kebijakanyprogram/kegiatan dan 
internal Iembaga; atau 

a. Memperlihatkah apakah terjadi p.el'\.lbahan 
relasi gender di dalam rurnah tangga atau 
masyarakat. 

', 

• 

• 
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SE~.ARIS DAERAH KABUPATEN GIREBON' 

~~T SUTRI:7~ 
BERJTA DAERAH KABUPATEN CIREBGN TAHUN 2018 NOMOR SERf 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal t4 5eptemaer 201B 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

BUPATI CIREBON, 
Ttd 

ini berisikan gambaran kesenjangan 
Akses, Partis}pa,si, Kontrol., dan 
manfaat antara perempuan dan Iaki­ 
laki. Sebagai upaya perbaikan, maka 
pada analisis situasi dapat 
dicanrumkan .reformulasi tujuan 
Langkah, 6 pada GAP, 

' ' 

• 

• 
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SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHON 2018 NOMOR SERI . 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

SUKJAYA PURWADISASTRA 

BUPATI CIREBON, 
Ttd 

· ini berisikan gambaran kesenjangan 
Akses, Partisipasi, Kontrel, ciao 
manfaat antara perempuan ciao laki­ 
laki. Sebagai upaya perbaikan, .rnaka 
pada analisis situasi dapat 
dicantumkan reformulasi. tujuan 
Langkah 6 pada GAP. 

Diundangkan di Sum ber 
pada tanggal ,., Septomkr 2018 

, 

• 

• 


